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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanan Program 

Redistribusi Tanah di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten 

Cilacap periode 2021 telah selesai dengan dibagikannya 332 sertifikat hak milik 

dengan luas sekitar 114 hektar kepada Masyarakat Desa Bulupayung yang 

termasuk dalam subjek redistribusi tanah. Sertifikat yang diterima masyarakat 

juga mempunyai pembuktian hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 32 Ayat(2) 

PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena telah memenuhi 

kriteria bahwa sertifikat tersebut diperoleh dengan itikad baik dan pemegang hak 

atas tanah menguasai secara nyata tanahnya. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 15 orang yang sudah diberikan sertifikat redistribusi tanah bekas 

kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil dari penelitan 

terhadap responden tidak ada tanah yang melebihi batas maksimum. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas 

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu menjelaskan bahwa untuk luas 

tanah pertanian yang diberikan hak milik tidak melebihi dua hektar 

 

B. SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah pemerintah pusat harus dapat 

memaksimalkan kinerjanya untuk program redistribusi agar berlangsung secara 

efektif dan efisien serta bagi Masyarakat Desa Bulupayung selaku penerima 

sertifikat redistribusi tanah bekas kawasan hutan Patimuan harus dapat 
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memanfaatkan tanah dengan bijak dan menggunakan tanah dalam rangka untuk 

memajukan perekonomian agar lebih baik. 
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